SALINAN
NOMOR 56 / 2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

WALIKOTA MALANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Analisis Standar Belanja dipakai sebagai
dasar penyusunan RKA-SKPD yang selanjutnya
menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

bahwa Pemerintah Kota Malang telah menyampaikan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Malang pada tanggal
13 September 2019, sedangkan Peraturan Walikota
Malang Nomor 46 Tahun 2019 diundangkan pada
tanggal 26 September 2019, sehingga perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2019

tentang Analisis Standar Belanja;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang



Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur,Jawa-
Tengah,Jawa-Barat  dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014
Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 46 TAHUN
2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 46
Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita
Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 46) diubah sebagai
berikut:



1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 2 (dua) Pasal,
yaitu Pasal 14A dan Pasal 14 B sehingga berbunyi:

Pasal 14A

Kegiatan yang alokasi sumber dananya berasal dari Dana
Alokasi Khusus, Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Dana spesifik lainnya yang telah diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

pelaksanaannya dikecualikan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14B

Analisis Standar Belanja berdasarkan Peraturan Walikota
ini mulai diberlakukan pada saat penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
2021.

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,
ttd
SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd
WASTO
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

TA NI, SH, M.Hum.
Pembpina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019




